MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG MINYAK GORENG

SAWIT WAJIB KEMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di
masyarakat dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan
masyarakat perlu mengatur penyesuaian jangka waktu
peredaran minyak goreng curah;

bahwa ketentuan mengenai minyak goreng sawit wajib
kemasan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak
Goreng Sawit Wajib Kemasan perlu penyesuaian
pengaturan pengemasan ulang minyak goreng sawit yang
didistribusikan oleh Produsen dan/atau Pengemas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020

tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 382 1);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 95953);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90}

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)

»



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/10/2011  tentang Barang  dalam
Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 698);

12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan
Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 23);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018
tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 813);

14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 826);

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020
tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT
WAJIB KEMASAN.,

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 dihapus dan ketentuan ayat

(3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang
melanggar ketentuan kewajiban Minyak Goreng
Sawit dalam Kemasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dikenai sanksi administratif.

(2) Dihapus.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian kegiatan sementara; dan

c. pencabutan perizinan berusaha.

3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang
telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi
administratif berupa penghentian kegiatan
sementara.

(2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 30
(tiga puluh) hari.
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Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20
Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang telah
dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A dan
tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi

administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Menteri memberikan rekomendasi pencabutan
perizinan berusaha selain bidang perdagangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terhadap Produsen, Pengemas, dan/atau
Pelaku Usaha pemilik perizinan berusaha selain
bidang perdagangan yang telah dikenai sanksi
administratif berupa penghentian kegiatan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A
dan tetap tidak melakukan perbaikan.

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian
rekomendasi pencabutan perizinan berusaha selain
bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan

Dalam Negeri.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Minyak Goreng Sawit dalam bentuk curah yang
beredar di pasar masih dapat diperdagangkan

sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
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(2) Menteri dapat memberikan mandat penetapan
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk

dan atas nama Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1467

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

/.—P—
Sri Hariyati



